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PERATURAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-006 /A/JA/ 02 /2009

TENTANG'

PERUBAHAN STATUS CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING DI TALU
MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT DI TALU

(.

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

. bahwa dengan dibentuk dan F:Iantlknya epala Kejaksaan

Negeri Simpang Empat pada Daerah Tingkat 1l Kabupaten
Pasaman Barat yang wilayah hukumnya antara lain termasuk
Kecamatan Talamau dengan |bukota Talu;| Saat ini status
Cabang Kejaksaan Neg ri Talu masuk wilayah hukum

~Kejaksaan Negeri Lubuk kaplng,i cara geografis

keberadaan Cabang Kejaksaan Negeri Talu ‘masuk dalam
wilayah hukum Kejaksaan Negeri Simpang Empat;

. bahwa untuk itu perlu dilakukan perubahan status Cabang

Kejaksaan Negeri Lubuk Slkapmg di Talu menjadi Cabang
Kejaksaan Negeri Slmpang Empat di Talu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga|mana dlmaksud

pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menerbitkan

Peraturan Jaksa Agung RI tentang Perubahan Atas Peraturan

Jaksa Agung Republlk Indonesia  Nomor :  PER-010/
A/JA/04/2008 Tanggal 16 April 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dalam daerah -
Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri
Mamasa, Kejaksaan Negen Belopa, Kejaksaan Negeri Malili
dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi ulawesi Selatan,

Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Ne erl Weda dalam
daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku tara Kejaksaan
Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Mangg r dalam daerah
hukum Kejaksaan Ting i Kepulauan ngka Belitung,
Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam daerah hukum Kejaksaan
Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Dobo dalam daerah hukum
Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Simpang
Empat dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

‘Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentjang Pembentukan

Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2003 Nomor-




Memperhatikan

Menetapkan

. sebagaimana telah beberapa kali dirubah

.'153,. Tambahari Lembaran Negara RepUink Indonesia Nomor

4348); |
Undahg -Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lemb?}ran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4594); .

Keputusan Presiden Republllk Indonesia Nomor |86 Tahun 1999
tentang Susunan Organls si dan Tata Kerja - Kejaksaan
Republik Indonesia;. 3 |

Keputusan Presiden Repub\l Indonesia meor 2§Tahu-n 2008
tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai,

Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa,
Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda,
Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar,

Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri- Simpang Empat,

. Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Dobo;

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-
115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja- Kejaksaan Reﬁtubhk Indonesia
erakhir dengan

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- '
- 558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003; '
. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia [Nomor : PER-

010/A/JA/04/2008 tanggal 16 April 2008 te_ntj'ang Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dalam
daerah hukum Kejaksaan Tihggi $umatera Se itan, Kejaksaan
Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, K jaksaan Negeri
Malili dalam daerah hukum Kejaksaan T n‘gigi Sulawesi
Selatan, Kejaksaan Negen Sanana, Kejaksaan Negeri Weda
dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku - Utara,
Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri| Manggar dalam
daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung,
Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam daerah hukum Kejaksaan
Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Dobo dalam daerah hukum
Kejaksaan nggl Maluku dan Kejaksaan Negeri Simpang .

-

- Empat dalam daerah Hukum Kejaksaan Tinggi' Sumatera
- Barat. ol

i

~ STATUS CABANG KEJAKSA
TALU MENJADI. CABANG KEJAKSAAN NEG

Kondisi gebgraﬁs dan analisa yuridis pada?daerah hukum

Kabupaten - Pasaman Barat yang disampaikan oleh Kepala

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam suratny

321/N.3/Cp.1/02/2009 tanggal 3}

MEMUTUSKAN :

PERATURAN JAKSA AGl

EMPAT DI TALU.

Pebruari 2009.

NG | TENTANG

ya Nomor : B-

PERUBAHAN

\N NEGERI LUBUK SIKAPING DI
:ERI SIMPANG



o~

Memperhatikan

Menetapkan

. Indonesia Nomor 4594);

i ;
153 Tambahan Lembaran Negara Repubhk hf:ionesia Nomor
4348) 2 e
Undang-Undang Nomor 16 Tahim 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia (Lemucnran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran J

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo;r 86 Tahun 1999
tentang Susunan Organlsa3| dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia;

egara Republik -,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008

tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai,
Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa,
Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan ‘Negeri Weda,
Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri- Manggar,
Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Slmpang Empat,
. Kejaksaan Negeri Kepahlang dan|Kejaksaan Negeri Dobo;

- Keputusan Jaksa Agung erpubllk Indonesja Nomor KEP-

1%

- 115/JA/10/1999 tanggal 20| Okther 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali dirubah, [terakhir dengan
Keputusan Jaksa Agung F pu% ik Indonesig |Nomor : KEP-

|

-558/A/JA/12/2003 tanggal 1| Desember 2003;

Peraturan Jaksa Agung R‘ pub Indone’sua Nomor : PER-
010/A/JA/04/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri- Pangkalan Balai dalam
daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan
Negeri Mamasa, Kejaksaan|Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri
Malili dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Selatan, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda

dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,
Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar dalam
daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan E)angka Belitung,
Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam daerah hukum Kejaksaan
Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Dobo dalam daerah hukum
Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Simpang
Empat dalam “daerah Huﬁum Kejaksaan Tinggi Sumatera
Barat. ! i

g |

: Kondisi geografis dan analisa yuridis pada daerah hukum

Kabupaten Pasaman Barat lyang| disampaikar oleh- Kepala
Kejaksaan Tinggi Sumatera B rat dalam suratnya Nomor : B-
321/N 3/Cp. 1/02/2009 tanggal Peb uari 2009. ' :

MEMUTUSKAN
' o

PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG‘ PERUBAHAN‘

STATUS CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING DI
TALU MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG
EMPAT DI TALU. : :



s

1).
2).

3).

4).

_Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu. - 1

Pasal |

Merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan Neg%ri LLgbuk Sikaping‘di Talu menjadi

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Cabang Kejaksaan Negeri ‘I!'alu dikeluarkan

dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping. |- |
Perkara pidana dan- perkara lainnya yang mehjadi |ingkup kewe ariigan Cabang
Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu pada saat ditetapkannya |peraturan ini
sudah ditangani dan belum dilimpahkan ke Pen adilan, dialinkan [dan diselesaikan
oleh Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu.

Merubah ketetapan dalam Lampiran | Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER-010/A/JA/04/2008 tanggal 16 April 2008 Daftar Nama Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia
khsusnya pada angka Ill Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lajur 7 Cabang Kejaksaan

Negeri semula : -

No. | KEJAKSAAN TINGGI |* No 'KEJAKSAAN.NEGERI TIPE Ng CABANG KEJAKSAAN NEGERI _

12 | LUBUK BASUNG
13 | TUAPEJAT :
14. | SIMPANG EMPAT

LUBUK BASUNG DI MANINJAU -

1 2 3 4 5 | 6 [ Y :
Il | SUMATERABARAT | 1 | PADANG !
DI PADANG 2 | BUKITTINGGI i 5 ,
3 | PAYAKUMBUH 1| | PAYAKUMBUHI DI PKL KOTABARU
2| | PAYAKUMBUHi DI SULIKI
4 | PARIAMAN - :
5 | SAWAHLUNTO ¢ ol il
8 | SOLOK SOLOK DI MUARA LABUH
L SOLOK DI ALAHAN PANJANG
7 | PADANG PANJANG | g 1
8 | BATUSANGKAR ! e ;
9 | LUBUK SIKAPING B | 5 | LUBUK SIKAPING DI TALU
10 | PAINAN B | 6 | PAINAN DI BALAI SELASA
11. | SIJUNJUNG B | 7 | SIJUNJUNG DOl SUNGAI DAREH
B |8
L

Diubah meniédi }

No | KEJAKSAAN TINGGI | No | KEJAKSAAN'NEGERI | TIPE | "N | CABANG KEJAKSAAN NEGERI _
1 e e 3 8 $. .1 & S .
ll | SUMATERABARAT | 1 | PADANG A
DI PADANG 2 | BUKITTINGGI A | |
3 3 | PAYAKUMBUH B| | 1/ | PAYAKUMBUHDIPKL KOTABARU
: 2| | PAYAKUMBUH|DI SULIKI
4 | PARIAMAN B i
5 | SAWAHLUNTO B
6 | SOLOK 'B SOLOK DI MUARA|LABUH
i SOLOK DI ALAHAN PANJANG
.7 | PADANG PANJANG 5 - |
8 | BATUSANGKAR o
9 | LUBUK SIKAPING B . :
10 | PAINAN B | 5 | PAINAN DIBALAI SELASA
11| SUNJUNG B | 6 | SWUNJUNGDISUNGAIDAREH
12 | LUBUK BASUNG "B, | 7 |LUBUKBASUNG DI MANINJAU
13 | TUA PEJAT B 1 : L :
14 | SIMPANG EMPAT B' | & | SIMPANG EMPAT DI TALU




s

572

S
3

2).

3).

4).

Sejak berlakunya
dari daerah hukum

Perkara pidana dan perkara lainn
Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping
sudah ditangani dan belum dilimpahkan ke Penga

Pasal |

|

"

1). Merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan. Negée
Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu.
Peraturan ini, maka Cabang Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping. |
ya yang menjadi hngkup’kewe{riangan -Cabang
di Talu pada saat ditetapkannya peraturan ini
dilan, dialihkan dan diselesaikan

oleh Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Ta|u.
Merubah ketetapan dalam Lampiran | Peraturan

Nomor :

Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksz

 PER-010/A/JA/04/2008 tanggal 16 Af

1

buk Sikaping

|
|

di !Talu menjadi-

éTalu dikeluarkan

‘Jaksa Agung Republik Indonesia
yril 2008 Daftar Nama Kejaksaan
san Negeri di Seluruh Indonesia

khsusnya pada angka Il Kejaksaan Tinggi Sumatera B rat lajur 7 Cabang Kejaksaan
Negeri semula:

No. | KEJAKSAAN TINGGI [ No | KEJAKSAAN NEGERI TIPE | Nol | CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1 2 i 4 5118 1 17 ;
Il | SUMATERABARAT | 1 |PADANG A

DI PADANG 2 | BUKITTINGGI A ; o
3 | PAYAKUMBUH B| | 1l | PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU
2' | PAYAKUMBUH DI SULIKI
4 | PARIAMAN B ,
5 SAWAHLUNTO B |
6 SOLOK B 3! | SOLOKDI MUARA LABUH
.| 4| | SOLOK DI ALAHAN PANJANG
7 PADANG PANJANG B:
8 BATUSANGKAR B e :
9 LUBUK SIKAPING B 5 | LUBUK SIKAPING DI TALU
10 | PAINAN B | 6 | PAINAN DI BALAI SELASA
11 | SWUNJUNG B | 7 | SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
12 | LUBUKBASUNG B | 8 | LUBUKBASUNG DI MANINJAU
13 - | TUAPEJAT B ! o .
14 | SIMPANG EMPAT B
Diubah menjadi :

No | KEJAKSAAN TINGGI | No | KEJAKSAAN.NEGERI | TIPE, | No CABANG KEJAKSAAN NEGERI
gy 2 3 4 5 [[.6] g
Il .| SUMATERA BARAT | 1 | PADANG A

DI PADANG - 2 | BUKITTINGGI Al | ‘ :
3 | PAYAKUMBUH B 11| | PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU

B ~ 2 | PAYAKUMBUH DI SULIKI
4 | PARIAMAN B el
5 | SAWAHLUNTO B _ :
6 | SOLOK B. | 3! | SOLOKDIMUARALABUH
' | 4 | SOLOK DI ALAHAN PANJANG
7 | PADANG PANJANG R ' ;
8 | BATUSANGKAR B ;
9 | LUBUK SIKAPING B
10 | PAINAN B 5 -| PAINAN DI BALAI SELASA
11 | SWUNJUNG B 6 | SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
12 | LUBUK BASUNG B 7. | LUBUK BASUIﬂG DI MANINJAU
13 | TUAPEJAT B
14 .| SIMPANG EMPAT B | 8 | SIMPANG EMPAT DI TALU

e A AR



Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkah. :
i | |

Ditetapkan di
Pada tanggal

,4 JAKSA A

Jak arta
20 Pebruari 2009.

NG REPUBLIK INDONESIA,

é LEMBAR»kaﬁTROL. , :
: p SURAT PADA SET JAMBIN : : ‘
No l::f:nakr PARAF| TANGGAL HENDARMAN SUPANDJI
1. | SesjamBin 2, |/#=02- |
2. Karo Cana ’ /Z.’az' 25 |
e w |1o-02- (e
( ) 3. Kabag : %_"v—' |
N 4. Kasubbag 2 ZE :
5. | Pelaksana 9 |e~01-04
6. | Pengetik '6‘—01- :




